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I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan
nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis. Pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam bentuk
pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya
kesehatan yang menurut sejarah budaya dan kenyataan hingga saat ini
banyak dijumpai di Indonesia bersama pelayanan kesehatan
konvensional diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat,
mandiri dan berkeadilan. Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan
bahwa 59,12% (lima puluh sembilan koma dua belas persen) penduduk
semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di pedesaan
maupun diperkotaan menggunakan jamu, yang merupakan produk
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obat tradisional asli Indonesia. Berdasarkan riset tersebut 95,60%
(sembilan puluh lima koma enam puluh persen) merasakan manfaat
jamu. Dari berbagai kekayaan aneka ragam hayati yang berjumlah
sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) spesies, terdapat 1.600 (seribu enam
ratus) jenis tanaman obat yang berpotensi sebagai produk ramuan
kesehatan tradisional atau pada gilirannya sebagai obat modern.

Bersamaan dengan keanekaragaman hayati tersebut di atas,
terdapat ratusan jenis keterampilan pengobatan/perawatan tradisional
khas Indonesia. Ramuan dan keterampilan tersebut akan
dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan,
mencegah penyakit, memulihkan kondisi sakit, dan meningkatkan
kualitas hidup yang sejalan dengan paradigma sehat, sejalan dengan
upaya pengobatan. Pemerintah mengembangkan pelayanan kesehatan
tradisional yang didasarkan pada pohon keilmuan (body of knowledge)
berdimensi holistik biokultural menjadi suatu sistem pelayanan
kesehatan tradisional Indonesia yang sesuai dengan norma agama dan
kebudayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan
suatu sistim pengobatan/perawatan yang berlandaskan filosofi dan
konsep dasar manusia seutuhnya, sehingga pasien/klien yang
dipandang secara holistik, kultural akan diperlakukan lebih
manusiawi. Dengan pendekatan filosofis ini pelayanan kesehatan
tradisional akan melengkapi pelayanan kesehatan modern yang lebih
menitikberatkan pada pendekatan biomedik sehingga terjadi sinergitas
dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pelayanan kesehatan tradisional yang bermula dari menggunakan
jenis dan cara yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan
turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan,
sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat dikembangkan
secara ilmiah melalui upaya saintifikasi produk dan prakteknya serta
pemerolehan kompetensi akademik bagi penyehat tradisional Indonesia
sebagai bagian dari tenaga kesehatan, mengembangkan pelayanan
kedokteran komplementer agar semua komponen (tenaga kesehatan,
cara praktiknya dan produk kesehatan trandisional) dapat lebih
diterima dan diakui manfaat, mutu dan keamanannya bagi masyarakat
luas. Pemerintah bertekad mengembangkan pelayanan kesehatan
tradisional sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi kesehatan
dunia (world health organization/WHO) dalam
Traditional/Complementary Medicine Tahun 2014-2023 untuk
diintegrasikan ke pelayanan kesehatan dalam suatu sistem kesehatan
nasional. Dengan demikian sistem pelayanan kesehatan tradisional ini
merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional.
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Dalam perkembangannya, penerapan kesehatan tradisional
berkembang menjadi:

a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang manfaat dan
keamanannya terbukti secara empiris; dan

b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, yang manfaat dan
keamanannya terbukti secara ilmiah dan memanfaatkan ilmu
biomedis.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan dalam Peraturan
Pemerintah ini mencakup pengaturan dan tata cara serta jenis
Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer.

Berdasarkan cara pengobatannya, Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer terbagi menjadi:

a. pelayanan yang menggunakan keterampilan; dan

b. pelayanan yang menggunakan ramuan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer harus dibina dan diawasi oleh
Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Dalam rangka memberikan landasan hukum, kepastian hukum,
pelindungan hukum, peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer, perlu mengatur Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang termasuk “mutu penyelenggaraan” antara lain tenaga,
metodologi/produk, dan pelayanan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer” adalah memiliki
penjelasan metodologi/tata cara yang saling melengkapi dan
masuk akal serta tidak merugikan pasien/klien.

www.peraturan.go.id



No.56435

Yang dimaksud dengan “kombinasi cara
pengobatan/perawatan” adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan dengan menggunakan cara ramuan dan
keterampilan secara bersamaan yang dapat dilakukan oleh
satu tenaga kesehatan tradisional atau lebih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknik manual” adalah teknik
pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan
dari satu atau beberapa bagian tubuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terapi energi” adalah teknik
pengobatan dengan menggunakan lapangan energi
baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terapi olah pikir” adalah
teknik pengobatan yang bertujuan untuk
memanfaatkan kemampuan pikiran untuk
memperbaiki fungsi tubuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Asosiasi penyehat tradisional adalah wadah berkumpulnya
penyehat Tradisional yang mempunyai keahlian dan/atau
metode serupa yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat permintaan Obat Tradisional”
adalah surat yang disarankan oleh penyehat tradisional
atau tenaga kesehatan tradisional untuk klien/pasien
berupa daftar racikan Obat Tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “invasif” adalah tindakan melukai
tubuh dalam rangka pengobatan sehingga akan
mengganggu keutuhan tubuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ilmu dan keterampilan yang
diperoleh secara turun temurun” adalah ilmu dan
keterampilan yang bersifat experience based yang didapat
bukan melalui pendidikan formal melainkan melalui
kegiatan magang (apprenticeship) dengan penyehat
tradisional senior yang telah memiliki pengalaman
memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang turun
temurun secara aman dan bermanfaat minimal 5 (lima)
tahun.

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” adalah jalur
pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
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Ayat (3)

Melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan menjadikan
tenaga kesehatan sebagai penyehat tradisional termasuk
wewenang dan tanggung jawabnya

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perencanaan tenaga kesehatan tradisional disusun mulai
dari pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah
provinsi, hingga Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pelatihan
nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsil” adalah konsil sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tenaga kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id



No.5643 10

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” merupakan
pengalihan kemampuan memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
bidang kesehatan tradisional komplementer antar
lembaga atau orang yang berasal dari luar negeri ke
dalam negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.
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Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan
tradisional berbasis pelayanan meliputi penelitian untuk
efikasi maupun penggunaan yang berdasarkan metodologi
penelitian kualitatif atau mempertimbangkan sisi
biokultural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempublikasikan dan
mengiklankan” termasuk iklan komersial dan iklan
terselubung yang semula bersifat komunikasi, edukasi, dan
informasi layanan masyarakat dan testimonial dari klien.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai iklan dan publikasi
pelayanan kesehatan

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah termasuk
pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “benar” adalah tepat, rasional, dan
aman

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keterampilan” antara lain
pijat/akupresur.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan “pelindungan” antara lain
mendorong dan memberikan bantuan kepada masyarakat
yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang
menggunakan ramuan/herbal/jamu dan keterampilan
termasuk sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional
asli Indonesia untuk mendapatkan hak atas kekayaan
intelektual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.
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Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.
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